PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi
IImu Hukum

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

DisusunOlen:

IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO

NIM : S330809006

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014



PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA

Disusun Oleh :

Dewan Pembimbing

Jabatan -f:_'f, apdd Tanggal

1. Pembimbing I

2. Pembimbing I1

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister IlmuHukum

Prof. Br.Adidulistiyono, SH.MH. rz(&{huhstl ono, SH.MH.

NIP. 19630209 198803 1 001




PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA

Disusun Oleh :

IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO
0809006

Telah Disetuj '(mmﬁnguji
’ﬁe

Jabatan Namg Tanggal

Ketua of. Dr. Adi tiyono, Sk A Voneay S
1963020 1 001 —
Sekretaris  ProfiDr. Harti sih, SH.,

NIP.

Anggota 1. Prof. an - R ol el
NIP. 19601107 198911 1 001

Mengetahui :

Ketua Program Magister IlmuHukum
FakultasHukum,

A I

I Prof. Dr. AdiSulistiyono, SH.,MH.
N1P. 19610717 198601 1 001 NIP. 19630209 198803 1 003




PERNYATAAN
Nama : IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO

NIM : S330809006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “PENERAPAN
KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN

daftar pustaka.
Apabila benar dik

Maret.

IGNATIUS WAHYU EKO PRABOWO



MOTTO

Penegak Hukum, baru dapat memberantas korupsi kalau hati mereka lebih dahulu bersih
dari segala pamrih dan nafsu serakah
(Baharrudin Lopa)

Vivere pericoloso (Hidup harus berani mengambil resiko)

(Bung Karno)

e
. ahatg
Usaha npa§ieper'

=
2

PERSEMBAHAN

penulis persembahkan kepada :

» Tuhan Yesus Kristus Penolong dan
Penopangku

» Almarhum Bapak yang belum
sempat bangga dengan pencapaian
ini

» Mama dan Adikku yang senantiasa
memberikan motivasi dan doa yang
tak pernah henti

» Seseorang yang selalu jadi sumber
motivasi dan semangat hidupku

» Rekan-rekanku

Almamater

> Diriku sendiri

Y



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “PENERAPAN KETENTUAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya

guna memenuhi sebagian persyaratan mencapal derajat Magister Program Studi llmu Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta™

penulisan tesis ini dapat €
1. Prof.Dr.Ravik KaR' i
2. Prof.Dr.Ir. Ahmad

Maret Surakarta.

kepada :

3. Prof.Dr. Hartiwiningsii
Maret Surakarta. ‘

Universitas Sebelas Maret Suraké O W&

5. Prof.Dr. Supanto, SH., M.Hum., sela Pebimbig I yang telah memberikan bimbingan,
arahan, dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga dapat terselesaikan
dengan baik.

6. Dr. M. Hudi Asrori S., SH., M.Hum., selaku Pembimbing Il yang telah memberikan
bimbingan, arahan, dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga dapat
terselesaikan dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister IlImu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan sumbangsih ilmu bagi kesempurnaan penulisan tesis ini.

8. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Magister IImu Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah membantu selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tesis

ini.

Vi



9. Bapak dan Ibu Staf PerpustakaanProgram Studi lImu Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah membantu selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan tesis
ini.

10. Teman — teman Kelas Hukum Pidana Ekonomi dan teman — teman Program Magister limu
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan Tahun 2009 yang senantiasa
memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis.

11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi bagi penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu

masukan dan saran bagi kesempurnaan tesis ini sangat penulis butuhkan. Akhirnya semoga

tesis ini dapat bermanfaat bagi ki

EKO PRABOWO

Vi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN TESIS
HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEIV
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB

BAB

BAB

[T a0 6= N =T o RSP RURRSPRSR

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana KOorupsi .........cccccovermienenenenciesiseeeeee e,

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang
No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang........................

3. Tinjauan tentang Pembuktian Tindak Pidana Korupsi............................

Penelitian Yang REIBVAN ..o s
Kerangka Berpikir .........c.ooiiiiiiiieie e
METODE PENELITIAN ..ottt
JENIS PENEIITIAN ..ot
LOKAST PENEIITIAN .....ocveeiieiicee et sre e
Jenis dan SUMDEr DAta .........cccovviiiiiiiiiieseee e
Teknik PeNQUMPUIAN Data...ccuvririiiivvionaisirisinmemneereneneseaeeeeseeseeseessessessessessessesses
TeKNIK ANAISIS ALA ......veivieiieieieie e

Vi

viii

Xi

xii

10
12
12
12



BAB IV.
A

B.

BAB

C.

@ > <

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....cccooiiiieneneeee e

HaSH PENEIITIAN ..o s

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menggunakan
Pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemberantasan Tindak
PIdaNa KOTUPSI. ...t e

2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Pasal-pasal
Tindak Pidana Pencucian Uang ............coooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee

PeMBDANGSAN ...

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menggunakan




perpustakaan.uns.ac.id

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

DAFTAR GAMBAR

commlil to user

digilib.uns.ac.id

41



ABSTRAK

Ignatius Wahyu Eko Prabowo, S330809006. 2014. PENERAPAN KETENTUAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Tesis : Program Magister llmu Hukum
Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana
penggunaan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pencucian uang dapat digunakan
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

penelitian hukum ini menggunakan _pendekatan  perundang-undangan  (statute
approach) karena dengan menggugakaﬂ*péndekafaﬁ*ﬁpmﬁdang undangan peneliti memaknai
sebagai suatu system yang tertutup Dalam penelitign ini penulls menggunakan djenis data
sekunder yang berupa bahaman pusta{ga beruRa keterangap?kg;srangan yang secara tidak
langsung diperoleh melalui Istudi kepustakéan bahan béh&ﬂdokumemer tulisan-tulisan ilmiah
dan sumber-sumber tertuliis lainaya yang berhubungan erat-degsgan pérmasalahan yang diteliti.
Sumber data yang dlgunakan meﬂputl bahalf hukum Bprimer yang berupa peraturan perundang-
undangan, bahan hukum sekunder yyang berupailteratur buku! L%_;mternet laporan penelitian dan
lain sebagainya yang berkaltan dﬁﬁgan permasalahan yang,di z.ltl daﬁ bahan hukum tersier
yang berupa penjelasan terhadap;bahan hd®m prigier dan sekﬂnder 4

Berdasarkan hasil penel|t|an dan perhba%asan yang Melah dllakukan maka penulis
menarik kesimpulan yaittl kesatu Wawenang KPK da#am*menangam tindak pidana korupsi
dengan menggunakan pasal-apgsj_“f_-'_tlndampldana pencu,cfan ua dak tertulis secara eksplisit
dalam UU KPK dan UU TPPURAkan tetapl RPK men@&lmakan Pasal 74 dan Pasal 75 UU.
Nomor 8 Tahun 2010 serta Pasal B U&i Nomor 46 1ahun%Q0§ tentang Tindak Pidana Korupsi
bahwa pengadilan tindak berwenang memenksa ‘mengadili, dan memutus perkara tindak
pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana
korupsi dan tindak pidana lain yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Kewenangan
KPK ini berakibat kepada tindak pidana pencucian uang itu sendiri yang mempunyai asas
kriminalitas ganda. Hal inilah yang menjadikan dasar penggabungan tindak pidana korupsi
(pidana asal/predicate crime) dan tindak pencucian uang. Penggabungan ini menjadikan
pelacakan hasil uang korupsi menjadi sangat efektif dengan menggunakan prinsip follow the
money sekaligus follow the suspect. Kedua, Model pemberantasan korupsi di masa sekarang
menggunakan sistem penggabungan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang haruslah
mengutamakan kerja sama antarlembaga penegak hukum terutama KPK, PPATK, dan
Kejaksaan. Kerja sama dilakukan karena kewenangan KPK dalam menuntut tindak pidana
korupsi masih belum secara eksplisit ada di dalam UU TPPU, tetapi Kejaksaan yang
sebenarnya bewenang. Adapun model pemberantasan korupsi dengan menggunakan tindak
pidana pencucian uang di masa mendatang, selain tetap mempertahankan penggabungan, juga
harus terus memakai pendekatan follow the money, mengutamakan pengembalian aset, dan
kerja sama antara KPK, PPATK, dan Kejaksaan secara jelas dalam undang-undang.

Kata kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Pemberantasan
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ABSTRACT

Ignatius Wahyu Eko Prabowo, S330809006. 2014. PROVISION USE OF MONEY
LAUNDERING CRIME IN THE CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA.
THESIS : MASTER OF LAWS PROGRAM SEBELAS MARET UNIVERSITY.

This study aims to identify and examine how the use of provisions of money laundering
laws can be used in corruption eradication.

This legal research uses statutory approach because the researcher interprets as a closed
system by applying it. In this study the researcher uses library materials such as the descriptions
which acquired through literature sudy, documentary materials, scientific literature and other
written sources that are closely related to the problems studied as secondary data. Sources of
data used mclude primary Iegal materials in th form of Ieglslatlon secondary legal materials

and secondary 5
Based on the resgafch® en dene, the resercher draws
conclusions; Flrst Corru o_f Er a icatio it Komls emberantasan KorupS|

WHowever, KPK uses

% AN _ , , aW Number 46 of 2009
about corruption that the courtis uil jo investigate, hear, and decide cases of
corruption and other crimi 51 corruption. That KPK’s authority
has consequences to the oney Ia@erm ' ble criminality principle

money principle and follow the & e (s , _'a ption eradication model in the
present that using an integrationigystem Be | corruption and money laundering has to
prioritize the cooperation between law enfereementagéncies, especially KPK, PPATK (Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/ndone5|an Fmanual Transaction Reports and
Analysis Center/INTRAC), and Attorney. Cooperation should be held because KPK'’s

authority in prosecuting corruption still does not exist yet explicitly in UU TPPU, but the
authority is had by the Attorney. The eradication model of corruption that using money
laundering in the future must continue taking an approach of follow the money besides
retaining its cooperation, prioritize the return on assets and evident cooperation between KPK,
PPATK, and Attorney based on the law.

Keywords: Corruption, Money Laundering, Eradication
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